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BUPATI IAROS

bahwa dalam rangka momberikan p€rlindungan tErhadap statug

dan hak sipil seseorang, dan untuk mempersiapkan masyarakat

tertib administrasi kependudukan skala nasional serta

menyangkut akurasi data kelahiran;

bahwa untuk msnindak laniuti Surat M€nteti Dalam Negeri

Nomot :474.1t127?/$,1 tanggal 11 Juni 2007 p€Iihal Dispensasi

Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi

B€dakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dan Surat

Menteri Dalam Negeri Nomor : 472-11t2g45lsJ tanggal l0
Agust$ 2oog p€dhal Perpaniangan Masa Dispensasi Pelayanan

Pencatatan Kelahiran, seria Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :

472.11t462315J tanggal 21 Dssember Prihal Perpaniangan

Masa Disp6nsasi P€layanan Pencatatan Kelahiran;

bahwa berdasarkan p€rtimbangan €€bagaimana dimaksud huruf

a dan huruf b diatas, maka p€rlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentul€n

Daerah-Daarah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara

Reoublik Indonosia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dali Korupsi'

Kolugi dan Nopotism€ (LEmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Notnor

1Og, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor
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4. Undang-Undang Nomo|lo Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemelintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Repubfik fndonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2005

Nomo|165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 lentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara

ReDublik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden
tentang Persyaratan
Pencatatan SiDil;

Repubtik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

8.

o

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang men adi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 07);



Meneiapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI

PELAYANAN PENCATATAN KELAHIMN DI KABUPATEN IAROS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa3al I

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Maros;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PeMakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi s€luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasa|l945:
3. Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Buoati adalah Bupati Maros:

5. lnstansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipll

Kabupaten Maros;

BAB II

SYARAT PENCATATAN KELAHIRAN

Pa3al 2

(1). Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana d

tempal terjadinya kelahiran.
(2). Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan memP€fiatikan ;

a. Tempat domisiti ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara

Indonesia:
Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

Diluar lempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; dan

Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang

tuanya.

Surat kelahiran dari doKer/bidan/penolong kelahiran:

Nama dan identitas saksi kelahiran;

c.
o.

e.

o.

P.sel 3

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan hunif b'

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :



c. Karlu Keluarga orang tua;

d. Kaftu Tanda Penduduk orang tua;

e. KutiDan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
(2) Dalam hal kelahiran tidak disertai kutipan aKa nikah/akta perkawinan

orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan

kelahiran tetap dilaksanakan.
(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa

a. Suratkelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Kutipan Akta Nikah/Aktra Perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP otang tua bagi pemegang lzin Tinggal Terbatas'

dan/atau
d. Paspor bagi pemegang izin Kunjungan

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan melampirkan Berita Acara

Pemedksaan dari Kepolisian.

BAB III
PENCATATAN KELAHIMN ISELA PAUI BATAS WAKTU.

P.s.l 4

(1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waKu 60 (enam puluh)

hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran

pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala

Instansi Pelaksana setemPat.
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun

sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan selelah

mendapatkan Pnetapan pengadilan negeri.

BAB IV
DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN

P.rel 5

(1) Warga Negara Indonesia yang lahir s€belum tanggal 29 Oesember

2006, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.

(2) Pelayanan aKa kelahiran sebagaimana dimaksud ayat

1(satu),diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan

negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencsiatan kelahirannya

terlambat.
(3) Pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua)'

pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan

sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) ayat 1, 2 dan 4 peraturan ini.

(4) Untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, dispensasi

diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.



BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku seiak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Maros.

Ditetaokan di Maros
Pada tanggal, G vanhr eDo

BUPrll

Diundangkan di Maros
Pada tanggaf, t? 9ltrn w eo@
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